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Abstract

Pariwisata menjadi salah satu sektar andalan pada pembangunan ekonomi Indonesia, hal tersebut dapat diketahui dari
munculnya pariwisata sebagal salah satu sektor dari lima besar komoditas penyumbang devisa terbesar nasienal, Wisata
Pangandaran menjadl semakin berkembang seiring pemekaran witayah pada tahun 2012. Dengan adanya pgmekaran
tersebut Kabupaten Pangandaran menjadi lebih fokus mengembangkan pariwisata. Berdasarkan hasll analisis dapat
diketahui bahwa terdapat peningkatan dan penurunan kinerja pada sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran setelah
pemekaran, hal tersebut dapat diketahui dari naik turunnya jumiah pengunjung. Namun disisi lain, _selefa_h_pcmekaran
terdapat beberapa pengoptimalan potensi wisats yang dikembangkan. Sedangkan berdasarkan hasil analisis SWOT,
diketahui bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaren berada pada posisi kuadran pertumbuhan dcngan_st:_ategl
pertumbuhan yang bersifat stabil, Banyaknya objek wisata potensial dan disahkan menjad| dzerah otonom mernjadi faktor
utama pada sisi kekuatan, sedangkan faktor sarana dan prasarana serta manajernen pengelofaan menjadi titik lemahnya.
Adapun pada sisi peluang, Kabupaten Pangandaran dinilal mempunyal peluang yang tinggl karena semakin
berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia maupun dunia, sedangkan dari sisi ancaman yang perlu diwaspadail adaiah
kondisi kelestarian alam yang perlu dijaga seiring pembangunan sektor pariwisata. Berdasarkan analisis hlmrgi proses,
pada level pertama diternukan bahwa sarana dan prasarana menjadi faktor dengan prioritas psrtama dangan nilai 32,68
sedangkan pada posisi kedua yaitu faktor kelembagaan dengan nilal 29,99, Hal tersebut menandakan bahwa faktor
sarana dan prasaran serta kelermbagaan menjadl faktor yang periu diprioritaskan pada pembangunan ssktor pariwisata
Kabupaten Pangandaran pasca pemekaran. Sedangkan pada level kedua diketahul bahwa lima faktor tertinggl
diantaranya persturan dasrah menjadi prioritas pertama disusul olsh kualitas jalan, pengelolaan DTW, Koordinasi dengan
masyarakat, dan fasilitas kesehatan,
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Abstrak
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hal tersebut dapat diketahui dari munculnya pariwisata sebagai salah satu sektor dari
lima besar komoditas penyumbang devisa terbesar nasional. Wisata Pangandaran
menjadi semakin berkembang seiring pemekaran wilayah pada tahun 2012. Dengan
adanya pemekaran tersebut Kabupaten Pangandaran menjadi lebih fokus
mengembangkan pariwisata. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat
peningkatan dan penurunan kinerja pada sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran
setelah pemekaran, hal tersebut dapat diketahui dari naik turunnya jumlah pengunjung.
Namun disisi lain, setelah pemekaran terdapat beberapa pengoptimalan potensi wisata
yang dikembangkan. Sedangkan berdasarkan hasil analisis SWOT, diketahui bahwa
sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran berada pada posisi kuadran pertumbuhan
dengan strategl pertumbuhan yang bersitat stabil. Banyaknya objek wisata potensial dan
disahkan menjadi daerah otonom menjadi faktor utama pada sisi kekuatan, sedangkan
faktor sarana dan prasarana serta manajemen pengelolaan menjadi titik lemahnya.
Adapun pada sisi peluang, Kabupaten Pangandaran dinilai mempunyai peluang yang
tinggi karena semakin berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia maupun dunia,

1
sedangkan dari sisi ancaman yang perlu diwaspadai adalah kondisi kelestarian alam

yang perlu dijaga seiring pembangunan sektor pariwisata. Berdasarkan analisis hierarki
proses, pada level pertama ditemukan bahwa sarana dan prasarana menjadi faktor
dengan prioritas pertama dengan nilai 32,68 sedangkan pada posisi kedua yaitn faktor
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kelembagaan dengan nilai 29,99. Hal tersebut menandakan bahwa faktor sarana dan
prasaran serta kelembagaan menjadi faktor yang perlu djprioritaskan pada

mhnnminan calrtar marisriontn Kahiimatan Do ndn an marmalraraee adnnalrne
i i I RN S G 1%
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pada level kedua diketahui bahwa lima faktor tertinggi diantaranya peraturan daerah
menjadi prioritas pertama disusul oleh kualitas jalan, pengelolaan DTW, Koordinasi
dengan masyarakat, dan fasilitas kesehatan.

Kata Kunci : Pariwisata, Pangandaran, Pemekaran Daerah.

Abstract
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seen from the emergence of tourism as one of the industries of the five largest national
foreign exchange contribuior commodities. Pangandaran tourism is becoming
increasingly developed along with the expansion of the region in 2012. With the
development, Pangandaran Regency has become more focused on developing tourism.
Based on the results of the analysis, it can be seen that there are an increase and
decrease in performance in the tourism sector in Pangandaran Regency after
pemekaran, it can be seen from the ups and downs in the number of visitors. But on the
other hand, after pemekaran, there are several optimizing tourism potentlals developed.
While based on the results of the SWOT analysis, it is known that the tourism sector in
Pangandaran Regency is in the position of growth quadrant with a solid growth
strategy. The number of potential tourist objects and legalized into autonomous regions
is a significant factor in the strength side, while the facilities and infrastructure and
management are the weak points. As for the opportunity side, Pangandaran Regency is
considered to have high opportunities because of the growing development of the
tourism sector in Indonesia and the world, while from the threat side that needs to be

watohed out is the condition of natural sustainability that needs to ho vanimtarmeod Alana
valeied ConGINoKn Of NAMUrEL SUSIQNAlINILY I8 NECES (¢ 08 MANuaInis aiong

Armsnlanwmanmt: it A ha
Ly A V\'EUFliiLil/l, Le Liers UL

with the development of the tourism sector.Based on the process hierarchy analysis, at
the first level, it was found that facilifies and infrastructure were factors with the
priority with a value of 32.68 while in the second position were institutional factors with
a cost of 29.99. This indicates that the elements of facilities and infrastructure, as well
as institutions, are factors that need to be prioritized in the development of the tourism
sector in Pangandaran Regency after the expansion. While at the second level it is
known that the five highest factors include regional regulations being the priority
Jollowed by road quality, DTW management, coordination with the community, and
health facilities.

Keywords: Tourism, Pangandaran, Kegionai Expansion.

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang berada di daerah tropis

Anncan oomala ntenci ciimhas r]cﬂ?q alam trane dimilil-inrm . Qalain momililsa Atanas
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sumber daya alam yang berlimpah Indonesia juga memiliki potensi wisata yang luar
biasu, baik berupa wisata alam maupun wisata budaya yang dapat memberikan
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kontribusi bagi pembiayaan berupa devisa. Menurut (Yoeti, 2008) pariwisata
merupakan salah satu Kkatalisator pembangunan suatu bangsa, selain mampu

sl o lrnm lranteilayas ymala e r1vaa s b da aglratlran lracomenn 1-
memocnLan {Ghuaicust Pujxxuuulsuuu.il; uui;snu u\,xlsuu All\,ul;lsl\u.\.lxull lxyoouPuLuxl l‘ulJu,

meningkatkan penerimaan pajak. Melalui kegiatan kepariwisaan yang berupaya untuk
memberdayakan masyarakat setempat (Ritchi et al., 2018), hal tersebutdiharapkan
mampu mempercepat pemerataan pendapatan penduduk sekaligus memperkuat posisi
neraca pembayaran yang kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan
masvyarakat(Kartikasari, 2016). Secara teori kunjungan para wisatawan tentunya
merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Kementrian Pariwisata, baik secara kuantitas kunjungan
wisatawan maupun sumbangan devisa yang dihasilkan oleh kegiatan pariwisata di
Indonesia terus meningkat. Bahkan sumbangan devisa scktor pariwisata ini berada pada
posisi empat besar setelah minyak, batu bara, dan minyak kelapa sawit. (Suartini &
Utama, 2013)juga menambahkan bahwa jumiah Kunjungan wisatawan secara parsial
apat berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Selain itu, dampak sektor
pariwisata masih dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja, sumbangan pajak, maupun
tergeraknya sektor perekonomian lain di suatu wilayah yang mempunyai aktivitas
wisata.

TQYYTO Ravat rmmeminalrnm anlah ats1 rnratnno tmno clbara nn'*!"n manacamhnnalnan
Auial LU VP GLL DUl sata PLUVILISL Julig Vubup oliius aviiguiitUuiislioii

potensi wisata di daerahnya. Dari 50 destinasi pariwisata nasional yang ditetapkan pada
rencana induk pembangunan pariwisata nasional tiga diantaranya berada di provinsi
Jawa Barat, yaitu; Destinasi Bogor-Halimun, Destinasi Bandung-Ciwidey, dan
Destinasi Pangandaran. Melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 48 tahun 2006,
Provinsi Jawa Barat menetapkan rencana induk pengembangan pariwisatanya (RIPPDA
Jawa Barat). Wilayah Jawa Barat Selatan, kini menjadi daerah yang mendapatkan
perhatian khusus mengingat potensi sumberdaya alam yang cukup melimpah (Gumilar,
2005) dan kemudian berpotensi sebagai kawasan wisata andalan. Salah satu kawasan
wisata andalan di Provinsi Jawa Barat adalah area wisata Pangandaran, dimana di
kawasan tersebut mempunyai beberapa kawasan pengembangan pariwisata yang cukup
potensial. Saat kawasan pangandaran masih termasuk ke dalam wilayah Kabupaten
Ciamis kontribusi sektor pariwisata sangat kentara. Total Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sektor pariwisata Kabupaten Ciamis sebagian besar didominasi oleh kawasan
Pangandaran. Disebutkan dalam (Sondarika, Ratih, & Suryana, 2017)bahwa Kabupaten
Ciamis kchilangan PAD sebesar 85% atau mencapai 6 miliar atas terlepasnya wisata

Dﬂﬂr'flﬂl“)!"‘lﬂ ‘T"]Y\" 111111 heralih dan meaniads }\grnqﬂ E’ﬂl\111\ﬂfpﬂ Panaandaran
SR AACLL XLy b Ui Gaiid Wl LiaviijGlal vsipaai wupoa A SRR ChRa

Dengan dlsahkannya undang-undang no 21 tahun 2012, Kabupaten Pangandaran
secara resmi terpisah dari Kabupaten Ciamis untuk secara mandiri berdiri sebagai
daerah otonom baru. Disctujuinya Kabupaten Pangandaran sebagai daerah baru olch
pemerintah pusat tentunya memperhatikan kemampuan dari kemandirian daerah untuk
berdiri, salah satunya dari sisi ekonomi dan pembiayaan daerah. (Kuncoro,
2012)memberikan pendapat bahwa di setiap pemekaran suatu daerah mempuyai alasan
utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, karena kecenderungan yang
seringnya terjadi adalah sumber daya yang ditarik ke daerah induk sehingga daerah
yang jauh dari pusat kekuasaan cenderung mengalami ketertinggalan. Setiap pemekaran
akan membawa adanya keterlibatan yang luas sebagai bentuk konsekuensi logis, seperti
hainya pembagian sumber penerimaan dan pendapatan daerah yang sebelumnya
mengimduk kepada daerah asal (Muqoyyidin, 2013).
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Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan penyumbang Pendapatan Asli
Daerah (PAD) terbesar dari sektor pariwisata bagi Kabupaten Ciamis yang saat ini

wraninds Lrahvivraton  dnAdnls Pagen Ada alr alrtn xricnta  Anlam hal
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peningkatan jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik (nasional) di
Kabupaten Pangandaran menunjukkan Kinerja yang fluktuatif, hal tersebut dijelaskan
pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Pengunjung Objek Wisata Kab. Pangandaran
Jumiah Pengunjung

3,000,000
2,443,994

2,000,000 1,394,491 '

10,776
1,000,000 TR [

15,102

1,977,614

WNA WNI
2014 2015 2016

Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran, 2018

Sebagaimana Gambar 1, dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 total
pengunjung objek wisata Kabupaten Pangandaran mencapai 1.407.926 orang, dengan
jumlah pengunjung asal WNA sebanyak 13.435 orang dan WNI sebanyak 1.394.491
orang. Kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi sebanyak 2.459.096 orang.
Adapun pada tahun 2016 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 1.988.390
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dari WNI(BPS Kabupaten Pangandaran, 2018). Setelah berdiri sendiri sebagai daerah
baru, Kabupaten Pangandaran tentunya memeriukan pengembangan perencanaan
terutama dalam mengoptimalkan sektor-sektor potensial untuk terus dikembangkan
scbagai salah satu sumber yang bisa memberikan kontribusi maksimal dalam
pembangunan daerahnya. Maka pada penelitian ini, penulis merasa penting untuk
mengetahui sejauh mana potensi sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran sebagai
salah satu sektor potensial penghasil pendapatan asli daerah.

Penclitian tentang sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran memang bukan
sesuatu hal yang baru, namun sejauh ini nampaknya belum ditemukan topik yang secara
spesifik mengenai pengambangan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran pasca
adanya pemekaran pada Tahun 2012. Penelusuran terkait penelitian terdahulu dinilai
perlu sebagai upaya dalam menunjukkan fokus penelitian yang berbeda dengan
penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun penelitian yang dimaksud diantaranya
seperti pertama, (Sondarika et al., 2017). Fokus penelitian ini adalah dampak
pemekaran Kabupaten Pangandaran terhadap potensi budaya dan pariwisata alam

W aliinnton Harmia Malawm "‘11!("‘!1’\1’\‘1'] r]i‘rn+n1rnn adrnim i olrarnm ¥ ahitnatan
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Pangandaran berdampak pada hilangnya PAD Kabupaten Ciamis yang mencapai 85%.
Kedua,(Triana, 2018). Fokus kajiannya adalah meliputi strategi implementasi kebijakan
pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Menurutmya, strategi implementasi kebijakan

pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara efektif, hal
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tersebut disebabkan oleh beberapa faktor namun secara keseluruhan adalah disebabkan
karena kurangnya koordinasi antar elemen yang berkaitan dengan pengembangan
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dan juga masyarakat sekitar. Adapun strategi yang dapat digunakan adalah melalui
strategi collaborative governance. Ketiga, (Mutakailiman, 2014). Fokus penelitiannya
adalah mengenai Pangandaran sebagai Kabupaten Baru yang dinilai berdasarkan
perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan
keturunan. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya pemekaran belum sepenuhnya
memberikan kemashlahatan yang bertujuan untuk menjaga aspek primer maupun
sekunder sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Keempat,(Hidayat,
2011). Fokus penclitiannya adalah pada strategi perencanaan dan pengembangan objek
wisata Pantai Pangandaran sebelum adanya pemekaran pada Kabupaten Pangandaran.
Menurutnya, kerusakan sarana dan prasarana cukup kompleks karena pantai
Pangandaran saat 1tu tengah berada pada tase stagnasi terkait siklus daur hidup objek
wisata. Adapun strategi perencanaan dan pengembangan yang dapat digunakan adalah
dengan optimalisasi persiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung
pengembangan wisata bahari.

Fokus penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terkait pembangunan
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dan kinerja Kabupaten Pangandaran pasca pemekaran, yang didukung oleh penggunaan
alat analisis SWOT dan AHP. Selain nantinya akan tergambar kekuatan, kelemahan,
tantangan, dan ancaman dalam pengembangan sektor Pariwisata di Kabupaten
Pangandaran, diharapkan penelitian ini juga akan mengungkapkan kebijakan yang perlu
diutamakan sesuai skala prioritas untuk pembangunan sekior pariwisata Kabupaten
Pangandaran secara optimal. Oleh sebab itu, berdasarkan pemaparan penelitian
terdahulu diatas, dapat diketahui penelitian ini memiliki fokus penelitian yang berbeda
diantara penelitian sebelumnya.

LITERATUR REVIEW
Profil Kabupaten Pangandaran

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten yang berkedudukan di
Provinsi Jawa Barat dengan Ibu Kota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Parigi dan
memiliki Luas Wilaya.h yaitu 168.509 Ha dengan luas laut 67.340 Ha. Kabupaten

Dnnecnndan 14171 01 Weh Qo Aa at TTadanag 1yvndnna
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nomor 21 tahun 2012, disebutkan bahwa Kabupaten Pangandaran kabupaten baru
pemekaran dari Kabupaten Ciamis, yang terdiri atas 10 kecamatan yaitu Kecamatan
Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan
Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan
Kalipucang, Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih (Budiawan, 2018).
Potensi yang dimiliki Kabupaten bungsu di Jawa Barat ini antara lain; pertanian,
perikanan, peternakan, kehutanan, dan yang paling terbesar adalah pariwisata.
Terbentuknya Kabupaten Pangandaran menjadi Kabupaten baru di Jawa Barat
menjadikannya kota wisata yang terpisah dari Kabupaten Ciamis(P, 2018). Kabupaten
Pangandaran dikenal sebagai kawasan berpotensi wisata, disebut demikian karena
Kabupaten Pangandaran memiliki  banyak objek wisata tavorit baik oleh turs
mancanegara maupun domestik. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran

yaitu : pantai pangandaran, taman wisata alam (cagar alam pananjung), pantai batu hiu,
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pantai batu karas, pantai madasari, pantai karapyak, dan wisata sungai yaitu cukang
taneuh (green canyon), citumang, santirah. Tersedia fasilitas hotel dengan kelas yang
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(Diskominfo Kabupaten Pangandaran, 2017).

Otonomi Daerah
Otonomi dacrah dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada daerah

tertentu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut prakasa scrta
aspirasinya dengan menyelenggarakan seluruh trusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah tersebut(Nurjaman, 2018). Hal tersebut sesuai dengan pendapat
(Sunarno, 2005)dalam tulisannya yang mengungkapkan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan
membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan, peran serta,
prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan
rakyat.Keberadaan otonomi daerah tersebut bertujuan untuk memacu adanya
pemerataan pembangunan berikut hasil-hasilnya guna upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Dalam (Afandi, 2013) dikatakan bahwa pembentukan daerah otonom dapat
didasarkan oleh adanya tuntutan berupa tuntutan hukum mengingat Indonesia yang
merupakan negara hukum, tuntutan negara kesejahteraan yang ditentutakn dalam
pancasila dan UUD 1945, tuntutan demokrasi scbagai perluasan kesempatan partisipasi
rakyat, serta tuntutan kebhinekaan berupa keberagaman akan sifat dan kebutuhan

masyarakat Indonesia.

Pemekaran Daerah
Menurut (Makagansa, 2008)istilah pemekaran secara etimologis berasal dari
kata asal yaitu “mekar”. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan
sebagai berkembang menjadi terbuka, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus,menjadi
besar dan gembung, mulai timbul dan berkembang. Dijelaskan dalam (Hamri, Intan,
Putri, Siregar, & Bratakusumah, 2016) bahwa pemekaran wilayah dapat dilihat sebagai
bagian dari proses/ penataanl daerah ) yaitu! pengelolaan ukuran) bentul dan hierarki
s J }} 5 ) ) il Liiviaing
satuan pemerintah daerah yang bermaksud untuk mencapai atau melaksanakan tujuan
administrasi dan politik. Proses penataan daerah disini umumnya mencakup pemekaran,

penggabungan dan penghapusan daerah.

Persyaratan dalam pemekaran daerah otonom kabupaten sebagaimana
dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
terkait Pembentukan Daerah, dikatakan pada dasarnya Pembentukan Daerah adalah
untuk menigkatkan pelayanan publik guna mendorong terwwudnya kesejahteraan
masyarakat serta dipergunakan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.
Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan daerah menurut
(Lumika, 2014)adalah potensi daerah, kemampuan ekionomi, luas wilayah,
kependudukan, sistim keamanan dan pertahanan, serta pertimbangan dart berbagai
aspek seperti halnya soail politik, soail budaya, social ekonomi yang memungkinkan
daerah tersebut dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan atas dibentuknya
daerah sekaligus diberikannya otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah (PAD) menurut (Halim, 2007)adalah penerimaan yang

diperoleh  daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan dacrah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang




Dari rumus tersebut diatas didapat ukuran sampel sebanyak 96,4 yang
dibulatkan menjadi 100 responden. Adapun secara terperinci responden khusus tersebut
dapai diiiiai pada Tabel 1 berikui:

Tabel 1. Sampel Responden Khusus ‘ ’
No Responden Ukuran sampel

1 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten 2
Pangandaran

2 Bidang Pembangunan Dacrah Setda 3
Kabupaten Pangandaran

3 Komunitas masyarakat/swasta peduli 2
pariwisata

4 Bappeda Kabupaten Pangandaran 1

3 Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran i

6 Dinas Pekerjaan Umum (Rencana Tata 1
Kota)

Jumlah 9

Sumber: Data primer diolah, 2019

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder. Data primer tersebut berupa penilaian responden terkait faktor-faktor yang
menjadi potensi utama daya tarik pariwisata di Kabupaten Pangandaran yang diperoleh
dari responden umum. Adapun dari responden khusus diperoleh data terkait faktor-
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Kabupaten Pangandaran. Data sekunder yang dibutuhkan meliputi data yang diperoleh
dari BPS, referensi jurnal serta berbagai sumber lainnya yang berkaitan dan melengkapi
penelitian ini.Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik
pengumpulan data, yaitu:

1. Tcknik Pengamatan atau obscrvasi mcliputi borbagai hal yang menyangkut
pengamatan kondisi fisik dan aktivitas pada lokasi penelitian.

2. Teknik kuesioner adalah bentuk pertanyaan terstruktur yang diberikan kepada
responden sesuai dengan masalah penelitian. Adapun metode pengambilan sampel
yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu menemui calon responden yang
datang ke beberapa obiek wisata di Kabupaten Pangandaran dan dilakukan proses
wawancara dengan pertimbangan karena populasi yang bervariasi, berbeda karakter
dan bersifat heterogen.

3. Teknik dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan dan pengkajian beberapa
informasi dari terbitan berkala, buku-buku, literatur dokumen, foto-foto, surat
kabar, media elektronik, dan referensi statistik.

HASIL PENELITTIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang terlihat pada Tabel 2 berikut, diketahui bahwa
daya tarik utama sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran adalah wisata bahari dan
wisata alam, adapun faktor penarik lain seperti wisata budaya dan wisata kuliner masih
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Tabel 2. Daya tarik sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran

Kriteria Penilaian Wisata Bahari Wisata Alam  Wisata Budaya  Wisata Kuliner

Tidak Menarik 0,00% 0,00% 0,00% 6%
Kurang Menarik 0,00% 0,00% 21% 45%
Cukup 19% 22% 48% 27%
Menarik 61% 60% 18% 16%
Sangat Menarik 20% 18% 13% 6%

Sumber: Data primer diolah, 2019

Adapun penilaian responden mengenai pengelolaan sektor pariwisata secara
umum di Kabupaten Pangandaran masih dinilai dengan skor rata-rata yang artinya
belum mencapai kata memuaskan tetapi juga tidak mengecewakan. Hal tersebut
tercermin dari 59% responden yang menilai cukup untuk pengelolaan wisata di
Kabupaten Pangandaran.

Gambar 2. Penilaian Responden Terhadap Pengelolaan Wisata Pangandaran

sangat baik $20.41%
baik L R 55.10%
cukup J20.41%
kurang | 4.08%
buruk ¢ 0.00%

Sumber: Data primer diolah, 2019

Penilaian responden terhadap akses informasi terkait kepariwisataan di
Kabupaten Pangandaran yang dinilai mudah diakses terutama dengan media internet
menjadi faktor pendukung para wisatawan domestik maupun mancanegara untuk
berkunjung ke Kabupaten Pangandaran. Begitu pula aspek keamanan dan keselematan
(save) berwisata menjadi suatu hal penting, responden menilai bahwa sektor pariwisata
di Kabupaten Pangandaran sudah dapat dikatakan baik.

Gambar 3. Penilaian Terhadap Keamanan dan Keselamatan Wisata Pangandaran

1
Sangat Baik # 1.04%

Baik ! 11.46%

Cukup Baik J59.38%

I~

204

Kurang I 28.13%

Buruk I 0.00%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

Sumber: Data primer diolah, 2019
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Penilaian responden mengenai fasilitas penunjang pariwisata di Kabupaten
Pangandaran secara umum sudah cukup baik. Kondisi jalan, fasilitas umum,
keiersediaan air bersiy, {asiiiias kesehaian dan beberapa iakior penunjang lain diniiai
sudah cukup memadai meski harus tetap ditingkatkan demi terus memenuhi kepuasan
pengunjung. Jika dilihat dari sisi fasilitas akomodasi yaitu perhotelan, sektor pariwisata
di Kabupaten Pangandaran dinilai sudah cukup baik karena menawarkan fasilitas yang
lengkap mulai dari homestay, hotel melati, hingga hotel berbintang tiga sudah dapat
diferui, begilu puia dari sist fasilitas resioran yang responden nilai sudah cukup baik.

Analisis SWOT digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah
dirumuskan sebelumnya. Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan identifikasi
faktor internal dan eksternal sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran dan untuk hal
tersebut dapat dilakukan melalui kajian literatur, wawancara ataupun riset eksploratif

dari faktor internal dan eksternal dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang
kompeten yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan mengenai indikator-
indikator pariwisata Kabupaten Pangandaran baik dari faktor internal maupun eksternal

yaitu:
Tabel 3. Indikator Analisis SWOT Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran

Faktor Internal
Kekuatan Kelemahan

1. Banyaknya SDA Potensial untuk 1. Beberapa lokasi wisata belum melakukan
dikcimbangkaii scbagai dacrah wisata maiiajcinicii sCCara proposional.

2. Sudah memiliki citra scbagai daerah 2. Sarana dan prasarana (pendukung) belum
unggulan pariwisata alam lengkap tersedia.

3. Menjadi salah satu daerah wisata unggulan 3. Ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan
pemerintah provinsi jawa barat beberapa lokasi wisata di Kabupaten

4, Memiliki letak geografis dan kontur wilayah Pangandaran belum begitu baik.
yang potensiai untuk dijadikan daeran 4. Upaya promosi beium dilakukan secara
dengan pariwisata sebagai sektor unggulan. baik dan menarik.

5. Dengan disahkannya menjadi Kabupaten 5. Pengemasan kegiatan-kegiatan wisata yang
Baru, kabupaten pangandaran menliki ditawarkan belum begitu baik dan kurang
wewenang penuh untuk mengoptimalkan bervariasi (terutama dari daya tarik selain
potensi pariwisata di wilayahnya. wisata alam).

6. Dukungan dana menjadi semakin kuat 6. Belum kuatnya sistem pemerintahan
setelah Kabupaten Pangadaran disahkan mengakibatkan pengelolaan pariwisata di
menjadi daerah otonomi baru. Kabupaten Pangandaran belum begitu

baik.

7. Kurangnya jumlah SDM yang berkualitas
mumpuni untuk mengembangkan sektor
pariwisata kab. Pangandaran baik dari
pihak swasta maupun pemerintah.

Faktor Eksternal
Peluang Ancaman

1. Jumlah wisatawan (pelancong) semakin 1. Rusaknya kondist alam dengan
meningkat setiap tahunnva. dijadikannva lokasi-lokasi wisata

2. Persaingan antar negara asean dengan 2. Kondisi sosial kemasyarakatan di lokasi
diberlakukannya (MEA) menjadi peluang wisata pantai pangandaran vang sudah
tersendiri bagi sektor pariwisata nasional banyak terdapat LSM
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termasuk Pangandaran.
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Kondisi politik dan keamanan nasional
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teramasuk di Kabupaten Pangandaran

pemekaran yang sudah dilakukan.

Sumber: Data primer diolah, 2019

Setelah diperoleh Indikator masing-masing aspek pada Anaslis SWOT maka
disarikan ke dalam instrumen kuesioner penelitian. Pembobotan pada setiap indikator
menggunakan penilaian skala 1 s/d 6 dimana angka 1 berarti sangat tidak baik
sedangkan angka 6 berarti sangat baik. Berdasarkan pada kedua hasil analisis pada
faktor Internal dan Eksternal dapat diketahui posisi pengembangan sektor pariwisata
Kabupaten Pangandaran menggunakan Model Posisi Perkembangan Pariwisata. Pada
faktor internal diketahui bahwa nilai dari selisih antara kekuatan dan kelemahan adalah
sebesar 0,07269, sedangkan pada faktor eksternal diketahui selisih nilai antara peluang
dan ancaman adalah sebesar 0,53008. Maka berdasarkan model seperti yang dijelaskan

amnAdn Dnanlana. A
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Gambar 4. Posisi Perkembangan Pariwisata Kabupaten Pangadaran

Sumber: Data primer diolah, 2019

Seperti yang terlihat bahwa Gambar 4 terdiri dani dua sumbu yang saling
berpotongan yaitu sumbu mendatar (absis) dan sumbu vertikal (ordinat) yang setiap
sumbu mempunyai dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Pada sumbu mendatar sisi
positif adalah faktor kekuatan (strength) yang dilambangkan dengan huruf S, sedang
pada sisi absis negatifnya adalah faktor kelemahan (weakness) yang dilambangkan
dengan huruf W. Untuk sumbu vertikal (ordinat) pada sisi positif yaitu faktor peluang
(opportunity) dan pada sisi negafif yaitu faktor ancaman (threat). Garis biru yang
membentuk persegi merupakan area dari skoring analisis SWOT pariwisata Kabupaten
Pangandaran, sedangkan sumbu X merupakan perpotongan selisih antara faktor internal
dan eksternal yang sekaligus merupakan sebagai posisi pengembangan sektor pariwisata

Kabupaten Panga.ndaran. Posisi  pengembangan sektor pariwisata

Pangandaran berdasarkan analisis SWOT yang ditunjukan olch titik X pada Gambar 4

Kabupaten
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mempunyai tmakna bahwa  posisi pengembangan sektor pariwisata Kabupaten
Pangandaran berada pada kuadran T dimana kuadran [ digolongkan sebaﬂal kuadran
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pangandaran seperti yang ditunjukkan pada gambar oleh tittk X maka strategi
pengembangan yang dapat digunakan adalah menggunakan s Tabelgrowth strategy atau
strategi pertumbuhan stabil.

Dengan analisis SWOT dapat diinformasikan ada korelasi penurunan jumlah
wistawan pada tahun 2016 vang discbabkan belum optimalnya pemanfaatan potensi
yang menjadi kekuatan untuk mengurangi kelemahan di sektor pariwista Kabupaten
Pangandaran. Satu sisi Kabupaten Pangandaran menjadi daerah otonom adalah suatu
kekuatan dan peluang. Namun di sisi lain, hal tersebut nampaknya belum dapat
diimbangi dengan Sumerdaya manusia yang berkualitas untuk mengembangkan sektor
pariwisata Kabupaten Pangandaran.

Setelah dilakukan beberapa analisis sepertt yang dibahas di atas, untuk
mengetahui hierarki prioritas kebijakan pembangunan sektor pariwisata Kabupaten
Pangandaran dilakukan Analisis Hierarki Proses (AHP). Analisis ini menjadi penting
agar mampu memetakan pada pelaksanaan kebijakan yang harus diambil dalam
pengembangan kebijakan sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Kriteria dan

1Al atar vmnag Aiorrnal-an orti vrnna talah Aiialnclran wndn nmhnv § oarannil madn
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UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan beberapa buku literatur. Adapun
hasil perhitungan analisis hierarki proses pada level pertama seperti dijelaskan pada
Gambar 5 berikut ini;

Gambar 5. Hasil Perhitungan AHP Level Pertama

Sarana & Prasarana | . i 32.68
Kelembagaan l i29.99
Mgt Destinasi ”I = E 20.22
Industri Pariwisata “‘ ; 10.50
Pemasaran / : ;6.6|

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan Gambar 5 yang merupakan hasil analisis pada level pertama
diketahui bahwa sarana & prasarana menjadi faktor pada prioritas pertama dengan
persentase sebesar 32,68. Hal tersebut memberikan arti bahwa pembangunan sarana &

N ainds hhal wartnsvan nlinng mantin ‘Iﬂﬁ}Ir Ailvanali Cahoooi Lralaianta
Piuoulyu;u. 11Lv1LJuu1 o P\.u»oul;u Julxs Pullllc P\/AALLLIS LB VLU, uwu L Amuul)uu.ai

yang baru saja dimekarkan Kabupaten Pangandaran tentunya membutuhkan banyak
pengembangan sarana & prasarana sebagai penunjang seluruh kegiatan terutama
kegiatan pariwisata yang menjadi sektor andalan di kabupaten ini.

Prioritas kebijakan yang menempati posisi kedua adalah faktor kelembagaan
dengan persentase sebesar 29.99. Tidak hanya di Kabupaten Pangandaran, hampir di
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setiap daerah yang dilakukan pemekaran persoalan kelcmbagaan menjadi tantangan
pertama yang perlu dibenahi, selain masih kekurangan sumber daya manusia sistem
pengelolaanya pun belum stabil. Sedangkan faktor yang menempati posisi ketiga adalak
manajemen destinasi wisata dengan persentase sebesar 20,22 disusul oleh faktor industri
pariwisata dengan nilai persentase 10,50 dan faktor pemasaran sebesar 6,61 persen.

Pada Tabel 4 dijelaskan hasil perhitungan analisis hierarki proses (AHP)
pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran pasca pemekaran pada level
kedua dari faktor sarana dan prasarana yang terdiri dari lima indikator. Berdasarkan
tabel tersebut dapat diketahui indikator kualitas jalan menjadi prioritas pertama pada
faktor sarana & prasarana dengan persentase sebesar 31,09. Pada prioritas kedua yaitu
indikator fasilitas keschatan dengan persentase mencapai 22.34. Sedangkan pada
prioritas ketiga dan keempat yaitu fasilitas telekomunikasi dan transportasi dengan
persentase 16,42 dan 16,00, sedangkan pada prioritas ke lima yaitu fasilitas terminal
dengan persentase 14,15,

Tabel 4. Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua
Faktor Sarana & Prasarana

Indikator Persentase Prioritas
Kualitas Jalan 31,09 1
Transportasi 16.00 4
Fasilitas Kesehatan 2234 2,
Terminal 14,15 5
Telekomunikasi 16,42 3

Sumber: Data primer diolah, 2019

Selanjutnya pada Tabel 5 dijelaskan mengenai hasil analisis pada level kedua
untuk faktor industri pariwisata. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada
faktor industri pariwisata di Kabupaten Pangandaran indikato yang menjadi prioritas
pertama adalah industri kreatif dengan nilai persentase mencapai 29,07. Adapun
indikator pada prioritas kedua dan ketiga yaitu pasar/pertokoan dan jasa wisata dengan
nilai perseniase mencapai 20,33 dan 19,00. Sedangkan pada prioritas keempat dan
kelima yaitu perhotelan dan restoran dengan nilai persentase mencapai 17,91 dan 13,69.

Tabel 5. Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua

Faktor Industri Pariwisata
Indikator Persentase Prioritas
Perhotelan 17,91 4
Restoran 13,69 5
Pasar/Pertokoan 20 33 o)
Jasa Wisata 19.00 3
Industri Kreatif 29.07 L

Sumber: Data primer diolah, 2019

Pada Tabel 6 dijelaskan mengenai hasil analisis pada level kedua untuk faktor
manajemen pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan tabel tersebut dapat
diketahui bahwa pada faktor manajemen pariwisata di Kabupaten Pangandaran
indikator yang menjadi prioritas pertama adalah pengelolaan DTW (daerah tujuan
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Tabel 8. Hasil Analisis Hierarki Proses Level
Kedua Faktor Kelembagaan

Indikator Persentase  Prioritas
Peraturan Daerah 51,86 1
LSM/Org Pariwisata 19,25 3
Koordinasi Masyarakat 28,89 2

Sumber: Data primer diolah, 2019

Secara keseluruhan hasil analisis hierarki proses (AHP) pengembangan sektor
pariwisata Kabupaten Pangandaran pasca pemekaran dapat dilihat pada Tabel 9.
Dimana pada kolom pertama merupakan rangkuman perhitungan pada analisis level
pertama atant kriteria. Sedangkan pada kolom kedua merupakan rangkuman hasil dar
perhitungan pada analisis level kedua. Pada kolom kedua dihitung prioritas dengan
keseluruhan indikator, dan secara keseluruhan prioritas pertama pada level kedua adalah
indikator peraturan daerah disusul pada prioritas kedua yaitu indikator kualitas jalan.
Sccara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Analisis Hierarki Proses Pengembangan
Pariwisata Kabupaten Pangandaran Pasca

Pemekaran
Level Pertama (Kriteria) Level Kedua (Indikator)
Faktor Bobot 5 i ritas | Tndikcater Bobot Prioritas
(%) (%) T
Kualitas Jalan 10,16 P2
Sarana dan e o Tra{1§p0rt351 5.23 P9
Prasarana z Fasilitas Kesehatan 7.30 P5
Terminal 4,62 P10
Telekamunilasi 5,37 PR
Perhotelan 1,88 P17
Industri Restoran 1,44 P19
Pariwisata 10,50 P4 Pasar/P'ertokoan 2,14 P14
Jasa Wisata 2,00 P15
Industri Kreatif 3,05 P13
Mananjemen Pusat Informasi 4 el Pl
Pariwisata 20,22 P3 Penge}lulagn DTW 9.08 P3
Partisipasi Masyarakat 6,80 Ps
Website Resmi 1,52 P18
Pemasaran 6,61 P5 Pengelolaan Kegiatan 3,16 P12
Branding DTW 1,93 P16
Paaluian Dacrail 13,55 Fi
Kelembagaan 29,99 P2 - LSM/Org Pariwisata 5,77 P7
Koordinasi Masvarakal 8,66 P4
Jumlah 100,00

Sumber: Data primer diolah, 2019
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Analisis hierarki proses (AHP) yang digunakan pada_ pencl}t%an. in
menggunakan tiga level, namun hasil yang penulis tampilkan pada bagian analisis diatas

hanya sampai pada level dua saja, hal e eI dikar.snakan data yang perfu‘.is daprft pada
saat proses wawancara di lapangan tidak memungkinkan untuk menampilkan hafl! .pada
level ketiga. Seperti diketahui pada level ketiga merupakfi'n arah kebijakan
pembangunan pariwisata Kabupaten Pangandaran, apakah arah kebijakan pembangunan
sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran kedepan lebih condong ke arah pembangunan

ko wisata, kepariwisataan berbasis masyarakat, atau kebijakan Pro Poor Tourism.

KESIMPULAN - _ _
Berdasarkan hasil analis dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja sektor pariwisata sctelah Kabupaten Pangandaran resmi berdiri
11 lran  Flalrantd £ | mansalroen ¥ ahiirnntan

menunijukan  fuktuatf Meskipun begitu, sctelah  pemekaran  Saoupaien
Pangatidaran sudah fokus melakukan perbaikan pada sarana dan prasarana
penunjang pariwisata serta mulai mengembangkan dan mengelola objek-objek
wisata potensial.

2. Faktor banyaknya sumberdaya alam potensial wisata dan sudah disahkan
menjadi daerah otonomi baru, menjadi faktor kekuatan utama Kabupaten
Pangandaran pada hasil Analisis SWOT Pariwisata Faktor Internal. Sedangkan
dari sisi kelemahan, faktor sarana dan prasarana serta manajemen pengelolaan
lokasi wisata menjadi titik lemah. Pada sisi peluang (opportunity) sektor
pariwisata mempunyai harapan yang baik, hal tersebut tercermin dari nilai bobot
yang tinggi pada hasil analisis. Adapun pada sisi ancaman yang perlu
diperhatikan pada pembangunan sektor parnwisata Kabupaten Pangandaran
adalah dari sisi efek negatif kegiatan pariwisata terhadap kelestarian alam.

3. Berdasarkan hasil analisis hierarki proses (AHP) pembangungan sektor
pariwisata Kabupaten Pangandaran diketahui pada level pertama, faktor sarana
prasarana menjadi prioritas pertama disusul oleh faktor kelembagaan,

manajemen destinasi wisata, industri pariwisata dan pemasaran. Adapun pada
level kedua hasil analisis hicrarki proses diketahui bahwa lima faktor tertinggi
diantaranya peraturan daerah menjadi prioritas pertama disusul oleh kualitas

jalan, pengelolaan DTW, Koordinasi dengan masyarakat, dan fasilitas kesehatan.
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